
BUPATI TINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN KALIMANTAN TENGAH

Menimbang :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

a. bahwa untuk memperkuat struktur permodalan,

meningkatkan ketahanan kelembagaan dan kemampuan

penyangga terhadap krisis keuangan dan ekonomi, dan

meningkatkan layanan kepada masyarakat guna mendorong

perekonomian dan pendapatan daerah melalui Perseroan

Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah,

perlu dilakukan penambahan penyertaan modal oleh

Pemerintah Kabupaten Katingan sebagai pemegang saham

kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah

Kalimantan Tengah,

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (2) Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah akan menambah

jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal

yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan

modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan perda

mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang, bahwa Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan

Peraturan Daerah,

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan

Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal

Pemerintah Kabupaten Katingan pada Perseroan Terbatas

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah,



Mengingat
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Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

"— Tahun 1945:

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472),

sebagaimana telah telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan

Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6845),

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan

Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara,

Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten

Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur

di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002, Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4180),

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan

Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6736):

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan

Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6736):

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400),

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4727) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6856),
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Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6856),

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6801),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6856),

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6323),

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6385):

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang

Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah,

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020

tentang Konsolidasi Bank Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 78),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781),



Menetapkan :
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16. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat 1 Kalimantan Tengah

Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum

Bank Pembangunan Kalimantan Tengah dari Perusahaan Daerah

Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah

Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I

Kalimantan Tengah Tahun 1999 Nomor 4 Seri D) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

Provinsi Daerah Tingkat 1 Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun

1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank

Pembangunan Kalimantan Tengah dari Perusahaan Daerah Menjadi

Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan

Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005

Nomor 6 Seri D),

17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun

2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi

Kalimantan Tengah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan

Daerah Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan

Tengah Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Daerah Provinsi

Kalimantan Tengah Nomor 99),

18. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2014

tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Katingan pada

Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah

Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun

2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan

Nomor 17) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2021

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten

Katingan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal

Pemerintah Kabupaten Katingan pada Perseroan Terbatas Bank

Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Tahun 2014-2018

(Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2021 Nomor 3,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 72):

19. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2022

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Katingan Nomor 83),

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN

dan

BUPATI KATINGAN

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN PADA PERSEROAN TERBATAS

BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1l

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
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Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Katingan.

Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah yang selanjutnya

disebut PT. Bank Kalteng adalah PT. Bank Pembangunan Daerah

Kalimantan Tengah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya

disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Kabupaten Katingan.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah setiap usaha dalam

penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama antar daerah,

dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dan/atau

pemanfaatan modal daerah badan usaha/badan lain dengan suatu

maksud, tujuan dan imbalan tertentu.

Penambahan Penyertaan Modal adalah nilai yang menambahkan

jumlah modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan

modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.

Modal Inti adalah Modal Inti sebagaimana dimaksud dalam

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyedia

modal minimum bank umum dan Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan mengenai kewajiban modal minimum bank umum

Syariah.

Pasal 2

(1) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini yaitu:

a. meningkatkan daya saing serta guna mengantisipasi

perkembangan ekonomi lokal, regional, nasional maupun

global,

b. mendukung upaya perluasan wilayah usaha dan

pengembangan produk,

c. meningkatkan kemampuan dan fleksibilitas, dalam rangka

turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian

dan pemerataan pembangunan Daerah, dan

d. untuk memenuhi kriteria PT. Bank Kalteng sebagai Bank Sehat

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk:

penguatan modal dasar,

memenuhi modal inti minimum,

mendorong laju pertumbuhan ekonomi Daerah, dan

memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah.oDD
Pasal 3

Pengaturan Penambahan Penyertaan Modal ini dilakukan berdasarkan

prinsip:

Mae monogp
kepentingan nasional,

kemanfaatan,:

kepastian hukum,

keterbukaan,

akuntabilitas,

keadilan,

perlindungan konsumen,

edukasi: dan

keterpaduan.
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BAB II

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah melakukan

Penambahan Penyertaan Modal kepada PT. Bank Kalteng.

Penambahan Penyertaan Modal PT. Bank Kalteng sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memenuhi modal inti

minimum yang dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi

perusahan yang sehat dan saling menguntungkan sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Kalteng sampai

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

dengan tahun 2023 adalah sebesar Rp90.850.000.000,00 (sembilan

puluh miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah).

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank

Kalteng ditetapkan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar

rupiah) sehingga jumlah total disetor menjadi
Rp110.850.000.000,00 (seratus sepuluh miliar delapan ratus lima

puluh juta rupiah).

BAB III

PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada Pasal

5 ayat (3) yang dianggarkan selama 5 (lima) tahun dalam APBD

mulai Tahun Anggaran 2026-2030 dengan perincian sebagai

berikut:

a. tahun anggaran 2026 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat

miliar rupiah),

b. tahun anggaran 2027 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat

miliar rupiah),

c. tahun anggaran 2028 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat

miliar rupiah),

d. tahun anggaran 2029 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat

miliar rupiah),

e. tahun anggaran 2030 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat

miliar rupiah),

Dalam hal penambahan penyertaan modal pada tahun berkenaan

tidak sesuai dengan rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

maka penyetoran sisa penambahan penyertaan modal

diakumulasikan pada tahun anggaran berikutnya.

Penambahan penyertaan modal pada PT. Bank Kalteng

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam

Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 7

Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan

modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan

dalam Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah melakukan

Perubahan Atas Peraturan Daerah ini.

Sebelum melakukan penambahan penyertaan modal sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dilakukan kajian yang

meliputi:
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a. kemampuan keuangan Daerah, dan

b. kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

(3) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh tim

ahli yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BABIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah

Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal

Pemerintah Kabupaten Katingan pada Perseroan Terbatas Bank

Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Tahun 2014-2018

(Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2014 Nomor 44,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 14)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun

2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Katingan pada

Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah

Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2021

Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 72)

masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan

Daerah ini.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di ngan pada

ggal 70 Pa 225
I PA

k
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Diundangkan di Kasongan

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN,

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: 03, 67 / 2025
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN KALIMANTAN TENGAH

I. UMUM

PT. Bank Kalteng berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I

Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan

Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dari Perusahaan

Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah

Kalimantan Tengah.

Dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

12/POJK03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, maka secara langsung

membuat keharusan kepada PT Bank Kalteng untuk melakukan peningkatan

Modal Inti sesuai ketentuan Peraturan OJK Nomor 12/POJK03/2020 tersebut

agar tetap menjadi Bank Umum.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu pemegang

saham, bahkan sebagai pemegang saham mayoritas secara langsung mempunyai

kewajiban untuk melakukan penambahan modal sesuai dengan ketentuan

tersebut. Penambahan Penyertaan Modal ini wajib dilakukan melalui Peraturan

Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Hurufa

Yang dimaksud dengan "asas kepentingan nasional" adalah

penyelenggaraan pengembangan dan penguatan sektor

keuangan mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan

masyarakat di atas kepentingan lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah seluruh

pengaturan kebijakan pengembangan dan penguatan sektor

keuangan bermanfaat bagi kepentingan bangsa, negara, dan

masyarakat, khususnya dalam mewujudkan cita-cita

kesejahteraan umum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah

penyelenggaraan pengembangan dan penguatan sektor

keuangan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-

undangan dan menjadi landasan bagi pengambil kebijakan

dalam menetapkan langkah pengembangan dan penguatan di

sektor keuangan.



Huruf d

Huruf e

Huruf f

Huruf g

Hurufh

Hurufi
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Yang dimaksud dengan '"asas keterbukaan" adalah

pengembangan dan penguatan sektor keuangan

diperuntukkan untuk membuka akses bagi masyarakat dalam

melakukan kegiatan di sektor keuangan tanpa diskriminasi

dan hak untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan

tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan sektor keuangan

dengan tetap memperhatikan pelindungan atas hak asasi

pribadi, golongan, dan kerahasiaan.

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah asas yang

menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari

kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan

tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan '"asas keadilan" adalah

penyelenggaraan pengembangan dan penguatan sektor

keuangan menjunjung tinggi kesecimbangan hak dan

kewajiban dari setiap pihak yang terlibat.

Yang dimaksud dengan "asas Pelindungan Konsumen" adalah

untuk memberikan jaminan atas pelindungan kepada

Konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan

jasa di sektor keuangan

Yang dimaksud dengan "asas edukasi" adalah pengembangan

dan penguatan sektor keuangan dapat memberikan

pemahaman dan membuka wawasan bagi masyarakat sebagai

pelaku usaha dan pengguna jasa di sektor keuangan mengenai

kesadaran terhadap hak dan kewajiban serta tanggung

jawabnya dalam menjalankan perannya di sektor keuangan.

Yang dimaksud dengan '"asas keterpaduan" adalah

penyelenggaraan pengembangan dan penguatan sektor

keuangan merupakan kesatuan yang utuh, saling menunjang,

selaras antarberbagai kepentingan, serta terkoordinasi dalam

satu kendali yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan

saling mendukung antara semua pihak yang terlibat dalam

sektor keuangan.

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.
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Pasal 9

Cukup Jelas.
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